BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 87 TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, SERTA PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah
serta mewujudkan kemandirian Daerah
sehingga perlu dipungut secara optimal;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018, perlu diatur
Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, serta Pajak Parkir;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak
Parkir;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2018;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,
SERTA PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia  jasa
penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,
villa yang dikomersialkan, rumah penginapan
dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk
jasa boga/katering.



10.

11.

12.

13.

14.

Pajak Hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud dalam  peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara.

Tol Pendataan adalah suatu titik lokasi/tempat
pendataan yang ditentukan untuk mendata
material yang dibawa kendaraan pengangkut
material mineral bukan logam dan batuan yang
telah diambil dan dibawa keluar lokasi
penambangan

Pajak Parkir adalah pajak atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan pajak.



15.

16.

17.

18.

19.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban  perpajakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang belanja makanan dan minuman
serta belanja jasa hotelnya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Desa yang belanja makanan dan
minuman  serta  belanja jasa  hotelnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), serta penyedia barang
dan jasa kontruksi yang menggunakan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.



26.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan
tertulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam  penerapan  ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang dilakukan Wajib Pajak.



30.

31.

32.

33.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak dimaksud.

Badan adalah sekumpulan orang dan/modal
yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan wusaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.



34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

Satuan  Kerja  Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat
Daerah yang diberikan kewenangan untuk
mengelola Pajak Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas/Kantor Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya, dan
Kecamatan serta Kelurahan.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

(1)

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 2
Setiap Subjek Pajak yang memiliki objek pajak
daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib
Pajak Daerah dengan menggunakan Formulir
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(2)

(3)

(4)

Pendaftaran kepada Kepala BKAD termasuk
bendahara pengeluaran SKPD/Pemerintahan
Desa yang belanja makanan dan minuman
serta jasa hotelnya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta penyedia
barang dan jasa kontruksi yang penyediaan
barang dan jasa kontruksinya menggunakan
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar,
lengkap dan ditandatangani oleh pemilik usaha
atau kuasanya dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas diri;

b. surat izin wusaha dari instansi yang
berwenang (apabila ada);

c. surat kuasa bermeterei cukup apabila
pendaftaran dikuasakan dengan disertai
fotokopi identitas penerima kuasa;dan

d. fotokopi SK Bendahara Pengeluaran
(apabila subjek pajaknya
SKPD/Pemerintahan Desa).

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disampaikan kepada

Kepala BKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak

yang bersangkutan memperoleh formulir

pendaftaran.

Pemilik usaha atau kuasanya yang telah
mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka
Kepala BKAD menyatakan yang bersangkutan
menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

a. NPWPD; dan
b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.



(5) Apabila pemilik usaha atau kuasanya tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala BKAD
menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan
wajib pajak daerah secara jabatan berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, wajib disampaikan oleh Kepala BKAD.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik
yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3
(1) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan
dengan memberikan Formulir Pendataan

kepada orang pribadi atau badan yang memiliki
objek pajak.

(2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar,
dan lengkap serta ditandatangani oleh orang
pribadi atau Badan atau kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana
dimaksud ayat (2), BKAD melakukan
pengukuhan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak;

Pasal 4

Format Formulir Pendaftaran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Formulir
Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

11
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Bagian Kedua
Tol Pendataan

Pasal 5

(1) Tol Pendataan yaitu pos untuk memperoleh

(2)

(3)

data setiap armada pengangkutan Mineral
Bukan Logam dan Batuan meliputi:

a. Wajib Pajak Perorangan atau Badan yang
melakukan penambangan;

b. jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
dan

c. volume yang dibawa.

Untuk memperoleh data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap armada
pengangkutan harus membawa Kartu
Pendataan/Karcis yang diperoleh dari
pengusaha penambangan.

Kartu Pendataan/Karcis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dicetak oleh BKAD
dalam rangkap 3 (tiga), dan diserahkan kepada
pengusaha penambang Mineral Bukan Logam
dan Batuan dengan peuntukan sebagai
berikut:

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2, setelah data
terisi dan ditandatangani oleh penambang
serta distempel perusahaan penambang
maka diserahkan ke armada pengangkutan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
mengangkut material;

b. Lembar ke-1 oleh Armada Pengangkutan
diserahkan kepada petugas pendataan di
Pos Pendataan, sedangkan lembar ke-2
untuk arsip kru armada pengangkutan
Mineral Bukan Logam dan Batuan;



c. Lembar ke-3 untuk arsip perusahaan yang
akan digunakan untuk pencocokan oleh
petugas BKAD;

(4) Armada pengangkutan yang tidak membawa

Kartu Pendataan/Karcis, maka petugas
pendataan mencari informasi nama dan alamat
perusahaan penambang dari armada

pengangkut tersebut;

(5) Kartu Pendataan/Karcis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG,
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 6

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan kalender;

b. Pajak Restoran adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender;

c. Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender;

d. Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
bulan kalender;

f. Pajak Parkir adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender.

13
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Bagian Kedua
Saat Pajak Terutang

Pasal 7
Pajak yang terutang dalam Masa Pajak adalah
sebagai berikut:
a. Pajak Hotel terjadi pada saat pelayanan di

b.

(1)

(2)

hotel,;

Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan di
restoran, baik dikonsumsi di tempat pelayanan
maupun di tempat lain;

Pajak Hiburan terjadi pada saat
penyelenggaraan hiburan;

Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat
penggunaan tenaga listrik;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi
pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan; dan

Pajak Parkir terjadi pada saat penyelenggaraan
tempat parkir.

Bagian Ketiga
Pemungutan Pajak

Pasal 8

Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh
diborongkan.

Jenis Pajak yang dihitung, dibayar, dan
dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:

a. Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Penerangan Jalan,;

o oo T

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
dan

Pajak Parkir.

—h



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 9

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan dibayar sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB,
dan/atau SKPDKBT.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD secara
manual atau elektronik.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. SPTPD Pajak Hotel,;

SPTPD Pajak Restoran;

SPTPD Pajak Hiburan;

SPTPD Pajak Penerangan Jalan:

SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan; dan

f. SPTPD Pajak Parkir.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya disertai dengan lampiran yang
diperlukan.

o a0 o

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Kepala BKAD paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya
Masa Pajak.

Kepala BKAD melakukan penelitian SPTPD
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila
tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

15
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(8)

9

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Masa
Pajak berakhir dan telah ditegur secara
tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap
bulan dihitung dari pajak yang tidak atau
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi sampai dengan akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan dan
dikenakan sanksi  administratif = berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per
seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
per seratus) setiap bulan dihitung dari pajak
yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

(10)SPTPD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu)

lembar untuk wajib pajak, dan 2 (dua) lembar
untuk BKAD.

(11)SPTPD dari Bendahara Pengeluaran SKPD

berupa rekapitulasi
pembayaran/pemindahbukuan pajak dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan
harus disampaikan kepada Kepala BKAD
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(12)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (11)

harus ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan pejabat yang berwenang.



(13)Format dan tata cara pengisian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, dan
huruf H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14)Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran
huruf 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dilakukan dengan cara
menggunakan 2 (dua) sistem sebagai berikut:

a. Sistem Pelaporan;
b. Sistem Wajib Pungut (Wapu);
(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan
SPTPD;
b. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan
berdasarkan SPTPD;

(3) Sistem Wapu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. pemungutan dan pembayaran dilakukan
oleh setiap penyedia barang dan jasa
konstruksi yang mendapatkan pekerjaan
pemborongan dari Pemerintah Daerah;

b. setiap penyedia barang dan jasa konstruksi
yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan dikenakan pajak dengan
ketentuan sebagai berikut:
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Penyedia barang dan jasa yang
melakukan penagihan pembayaran
nilai kontrak wajib melampirkan RAB
dari kontrak;

berdasarkan kontrak dimaksud,
penyedia barang dan jasa kontruksi
terlebih dahulu menyampaikan SPTPD;
dan

Wajib Pajak melakukan pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan berdasarkan SPTPD.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Kepala BKAD dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

SPTPD tidak disampaikan kepada
Kepala BKAD dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara
tertulis sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran; dan

kewajiban mengisi SPTPD  tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang.

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus)
dari jumlah kekurangan pajak dimaksud.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan apabila Wajib  Pajak
melaporkan  sendiri  sebelum = dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per
seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Format dan tata cara pengisian SKPDKB,
SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
tercantum dalam Lampiran huruf J, huruf K,
dan huruf L yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat
Penagihan Pajak

Pasal 12

Kepala BKAD dapat menerbitkan STPD untuk
jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan oleh Wajib Pajak dalam hal:

a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
berupa pokok pajak yang kurang dibayar,
ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap
bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa
dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Format dan tata cara pengisian STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf M yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan
menggunakan SSPD, bukti setor/transfer atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD secara

manual atau elektronik atau dokumen lain

yang dipersamakan.

Apabila dalam kondisi tertentu Wajib Pajak

tidak dapat mengisi SSPD, maka bukti

setor/transfer atau dokumen lain yang
dipersamakan paling sedikit memuat informasi
sebagaimana dalam SSPD.

Kepala BKAD melakukan penelitian atas SSPD,

bukti setor/transfer atau dokumen lain yang

dipersamakan yang disampaikan oleh Wajib

Pajak.

SSPD dibuat 4 (empat) rangkap yaitu:

a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;

b. lembar ke-2 dan ke-3 untuk BKAD melalui
Bank Tempat Pembayaran jika dibayar
melalui Bank Tempat Pembayaran; dan

c. lembar ke-4 untuk Bank Tempat
Pembayaran.

Dalam hal pembayaran melalui Bendahara

Penerimaan atau Bendahara Penerimaan

Pembantu, maka lembar ke-2 dan lembar ke-3

untuk BKAD, sedangkan lembar ke-4 untuk

Bank Tempat Pembayaran sebagai lampiran

penyetoran ke Kas Daerah.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dan dibayar melalui Bank Tempat
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9

Pembayaran, atau Bendahara Penerimaan atau
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Format dan tata cara pengisian SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf N yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(10)Dalam hal pembayaran melalui bank, maka

(1)

(2)

(3)

(4)

salinan bukti setor/transfer atau dokumen
lain yang dipersamakan disampaikan kepada
Kepala BKAD.

Pasal 14

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah saat terutangnya
pajak.

Khusus Pajak Penerangan Jalan yang Wajib
Pajaknya Perseroan Terbatas Perusahaan
Listrik Negara (PT. PLN), Kepala BKAD
menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 20
(dua puluh) dari saat terutangnya pajak.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala BKAD atas permohonan Wajib Pajak
setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.



(5)

Angsuran diberikan paling banyak 12 (dua
belas) kali dalam setahun dan penundaan
pembayaran diberikan paling lama 6 (enam)
bulan dari saat diberikan surat keputusan
penundaan.

Pasal 15

Tata cara  pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran diatur sebagai berikut:

a.

(1)

pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke Bank
Tempat Pembayaran, tembusan Bukti
Pembayaran pajak disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak
pada bank atau lembaga keuangan yang dapat
melakukan pemindahbukuan atau transfer
kepada rekening nominatif Kas Daerah atau
rekening Bendahara Penerimaan, tembusan
Bukti Pembayaran pajak disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan; dan

pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan
melalui Bendahara Penerimaan, dalam jangka
waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat)
jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan
ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
untuk mengangsur atau penundaan

pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. permohonan disampaikan secara tertulis
kepada Kepala BKAD dengan alasan yang
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
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(2)

(1)

b. berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala BKAD
melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.

c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala BKAD
harus memberikan jawaban kepada Wajib
Pajak.

d. apabila setelah lewat jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf c
Kepala BKAD tidak memberikan jawaban,
maka permohonan dianggap dikabulkan;
dan

e. apabila permohonan dikabulkan, maka
Wajib Pajak harus memenuhi angsuran
pajak atau membayar pajak sesuai dengan
ketetapan Kepala BKAD yang dituangkan
dalam Swurat Perjanjian Angsuran atau
Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Format Surat Permohonan Angsuran, Surat
Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat
Perjanjian  Angsuran, Surat Persetujuan
Penundaan Pembayaran, dan Surat
Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan
Pembayaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf O, huruf P, huruf Q, huruf R
dan huruf S yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala BKAD atas suatu:

a. SKPDKB;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang
jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak
telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Surat keberatan yang diterima diberikan Tanda
Penerimaan oleh Kepala BKAD atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat dan dianggap sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Format dan tata cara pengisian SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tercantum dalam Lampiran huruf T yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 18

Kepala BKAD dalam jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala BKAD atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BKAD
tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Kepala BKAD.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dengan melampirkan
salinan dari surat keputusan keberatan
dimaksud.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh per seratus) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib  Pajak  mengajukan
permohonan banding, sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100
% (seratus per seratus) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 21

Bupati atau Kepala BKAD Dberdasarkan
permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan pajak
ditentukan sebagai berikut:

a. permohonan pengurangan pajak
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati cq. Kepala BKAD
dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;
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(3)

(4)

berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Bupati atau
Kepala BKAD melakukan analisis
kelayakan permohonan pengurangan
pajak;

apabila alasan permohonan pengurangan
pajak dikabulkan, maka Bupati atau
Kepala BKAD menerbitkan surat keputusan
pengurangan pajak;

apabila permohonan pengurangan pajak
ditolak, Kepala BKAD harus
memberitahukan kepada Wajib Pajak
disertai alasan penolakannya; dan
keputusan pemberian pengurangan pajak
harus disampaikan kepada Wajib Pajak
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
permohonan diterima.

Pemberian pengurangan pajak, paling banyak

sampai dengan 50 % (lima puluh per seratus)

dari pajak yang terutang.

Besaran Pengurangan pajak dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

nilai pengurangan sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
diputuskan oleh Kepala BKAD;

nilai pengurangan di atas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah), diputuskan oleh
Bupati.



BAB VII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU

(1)

(2)

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Kepala BKAD dapat membetulkan
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Kepala BKAD dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak  atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau
ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.
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(3)

(4)

(5)

Tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai
berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
kepada Kepala BKAD dengan alasan yang
jelas;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala BKAD
melakukan pengkajian dan penelitian;

c. Keputusan pemberian pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif,
pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak ditetapkan oleh Kepala BKAD;

d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah
menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala BKAD
harus memberikan keputusan dikabulkan
atau ditolak; dan

e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada huruf d
Kepala BKAD belum memberikan
keputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dianggap dikabulkan.

Format Surat Permohonan Pembetulan,
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf U yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format Surat Keputusan Pembetulan,
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Format Surat Keputusan Penolakan Pembetulan,
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf W yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Pajak
menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu
S (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa; dan/atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib
Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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Pasal 24

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan
piutang pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut:

a.

Kepala BKAD menyampaikan laporan
kepada Bupati piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa;

berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada  huruf a, Bupati
menerbitkan  keputusan  penghapusan
piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
dan

Kepala BKAD memberitahukan keputusan
penghapusan piutang pajak yang
kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan
Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB IX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan
pengendalian Pajak Daerah ditugaskan kepada
BKAD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, BKAD dapat
bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau
lembaga lain terkait.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak
Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012 Nomor 39); dan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Nomor 97),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

HASTO WARDOYO
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Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 87
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN, SERTA PAJAK PARKIR

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Perwakilan Mo. 1 Wates, Kulon Progo 55611
Telp, (0274) 773010 psw 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1307. 1308 Fax (0274773221
Website : www bkad kulonprogokab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

PEFHATIAN -

1.

3.

Harap diisi dalam rangkap 2 (dua), ditulis dengan huruf CETAK

Eeri tanda V pada kotak yane tersedia untuk jawaban vans diberikan
Setelah formulir ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali
lepads BEAD Kabupaten Kulon Progo langsung atan dikirim melahai Fos

paling lambat tangegal ...

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1.

Nama Badan / Merk Usaha

2.

Alamat (foto copy Surat i{eters_n.nan Diomisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/ET

- Daza :
- Kecamatan =

- Kabupaten
- Nomor Telepon

3.

Surat Izin yveng dimilila |fotocopy harus dilampirlan):

- Surat Izin Gangguan |3 - Tgl. e

- Burat lzin ... B assrmiiiannninnes 1) - M

- Surat [zin ..

4.

Bidang Usaha :

I I Hotel/ Penginapan

] Ltainnga oo

KETERAI‘IGA.N PEMILIK ATAU PENGELOLA

MNama Pemilik/Pengelola

b [ b

Jabatan
Alamat Tempat Tinggal {me].amhl.r}:an identitas yang dilaporkan)

= Dusun/.Jalan

- BI/EW/FK

- Desa/FKelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

= Nomor Telepon

Kewajiban Pajak :

[ ] Pajak Hotel

Lainsys & i,

Kulon Progo, .o
Mama Jelas

Tanda Tangan
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C. SPTPD Pajak Hotel

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepada 'Yih.
BKAD (SPTPD) Kepala BKAD
KABUPATEN KULON PROGO Pajak Hotel Kab. Kulon Progo
JI. Perwakilan No.1 Wates Masa Paiak - Bulan ] di Wates
Telp. (0274) 773010 psw. 1306 Mo, SPTPD ... 7
1. Nama Badan/Wajih Pajals 1 L e 3)
Alamat S
NPWFPD
Nama PemilikPengusaha
e Telpe . T)
[Perhatian:
1.  Harap diisi dalam rangicap 3 (tiga) ditulis denzan humf CETAK
1. Betelah diisi dan ditendstangani, harap dizerahkan kembali kepada BEAD Keb. Eulon Progo paling lambat 13 (tiga belas) hari kzlender sstelah
‘berakhimya masz pajak
3.  Eeterlambatan penyverahan tersabut akan dikenaksn dends sebesar 2% per bulan. Jika pada skhir bolan berikumys tidak disampaikan, akan
dikenakan kenaikan 25% dari pokol pajak dan denda berupa bunga 2% per bulan.
2. Izin Tempat Usaha / HO Adminstrasi ;
) Nomor SITU : ([ Dengan Pembukuan
b) Bidang Usaha [ Tanpa Pembukuan
c) Lokasi Usaha { Ben'fanda (v ) pada kotak pilihan)
3. Masa Pajak Tangzal Do S0 e 1)
4. a) Untuk Hotel'Losmen Penginapan dan sejenismya :
No Jenis Kamar Jumlah | Tarif'kamar/malam | Jumlah Pembayaran Keterangan
1
2
3
Jumlah
b) Jasa Pelayanan yang tersedia ._.12)
No Jenis Pelayanan Jumlah Tarif Jumlah Pembayaran Keterangan
1 |Fasilitas Olah Raga
2 |Jasa Persewaan Ruangan
3 |Penjualan Makanan Minuman
4 |Fasilitas penunjang lainnya :
Jumlah
Total Pembayaran (jumlah a+b) T Rpe
5. Pajak Yang Harus Dibayar 10% dari Total Pembayaran = Rp.

Dengan huruf: (...

DIISI OLEH PETUGAS BEAD PERNYATAAN

SPTPD ini setelsh diisi lenghap, Yang bertanda tangan di bawah ini :
dizerahlcan ke DPPEA paling lambat tanggal -
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTFD) ini
kami iz dengan benar, lengkap, dan tidak bersyarat. Apabila SPTPD

yang kami sampaikan tidak benar, kan bersedia menerma sanksi

Diterima tenggal Wajib Pajak,
Tanda tangan RS & ) | )




PETUNIUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PATAK DAFRAH-PATAK HOTEL (SPTPD-PATAK HOTEL)

NO. URAIAN ISIAN
1 Diisi nama bulan dan tahun pajak
2 Diisi nomeor urut SPTPD
3 Diisi Nama badan (jika berbentuk badan) atau nama usaha jika tidak berbentuk badan
4 Diisi alamat lengkap lokasi badan atau lokasi tempat usaha perorangan.
5 Diisi Nomor urut NPWPD vang terdaftar di BEAD.
& Diisi nama pemilik badan atau nama pemilik usaha perorangan.
7 Diisi alamat lengkap pemilik badan atau nsaha perorangan.
8 Diisi nomor izin gangguan yang diperoleh dari instansi yang berwenang
9 Cukup jelas;
10 Diisi alamat lokasi usaha sesuai yvang tercantum pada dokumen izin tempat usaha'izin gangguan.
11 Diisi rentang waktu penerimaan sewa hotel.
12 Diisi fasilitas hotel yang ditarik pembayaran, diluar sewa kamar
13 Diisi identitas petugas BEAD yang menerima SPTPD.
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D. SPTPD Pajak Restoran

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepada Yth.
BKAD (SPTPD) Kepala BKAD
KABUPATEN KULON PROGO Pajak Restoran Kab. Kulon Progo
JI. Perwakilan No.1 Wates Masa Pajgk : Bulan ... Taun ... 1) di Wates
Telp. (0274) 773010 psw. 1306 NOLSPTPD L 2

1. Nama Badan/Wajib Pajak e e 3)
Alamat : S
Telp.

Nama Pemilil‘Pengnsaha e e &)

Alamat e e 7

2. Izin Tempat Usazha / HO Adminstrasi :
a) Nomor SITU : [ Dengan Pembukuan

b) Bidang Usaha
¢) Lokasi Usaha

[ Tanpa Pembukuan
( Ber tanda (v ) pada kotak pilifan)

[Perhatian:

1. Harap diisi dalam rengkap 3 (Hg=) ditulis dengam hurof CETAK

2. Betelsh diisi dan ditandatanzam, harap diserablan kembali kepada BEAD Ezb. Knlon Progo paling lambat 13 (tigz belas) han kalender setelah
berakhimyz masza pajak

3. Esterlambatan penyerahan tersabut akan dikenakan danda sebesar 2% per bulan. Jika pada akhir bulan berdarbnya tidak disampaikam, akan
dikenzlan kenatkan 23% dari pokok pajzk dan denda berupa bunza 2% per buln

3. BRestoran/Rumah Makan dan Sejeniznya :

Eursi Meja Karyawan Omzet Penjualan

Jumlah

4. MasaPajaktanggal .....................sdtanggal 11
3. Pajak Yang Harus Dibayar 8% dari Omzet Penjualan =FRp. ...
DemganHuruf =

DIISI OLEH PETUGAS BEAD PERNYATAAN

SPTPD ini satelsh ditsi lenghap, Vang bertanda tangan di bawah ini -
diserahkan ke BEAD paling lambat tanggal :
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daersh (SPTPD) ini
keami isi dengan benar, lengkap. dan tidak bersyarat. Apabila SPTPD
vang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi

Nama sesual dengan peraturan vang berlaku.
Diterima tanggal T ..o Wajib Pajak,
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PETUNIUE PENGISIAM

SURAT PEMBERITAHUAN PATAK DAFRAH-PATAE RESTORAN (SPTED-PATAE EESTORAMN)

URATAN ISIAN

E:Emmumu.-ﬂ-wu.—-g

D=t nomor wrat SFTPD

Din=i Wara badan (jikz berbantuk badan) atan namsz nsaha pka tidzk berbantuk hadan
D= zlamat lenskap lokas: badan atan loke= tempat wsaha peroranzan.

D= Nomer unet NEWED vang terdafiar di BEAD.

D= alawest lenskep permbk badan ztan weaha peroranz=n.

Culp jelas;

D= alamat lokzst vsaha sesnz: vang tercanimm pada dokormen 1-in tempat nsaha'izm Fanggman.
D= rentans wakin penerimesn pelavansn warms makan Testoran
D= sdenitizs petuzzs BEAD vangs mensryrn SPTPD.
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E. SPTPD Pajak Hiburan
PEMERINTAH KAB. KULON PROGO No. SPTPD [SSR— |
BKAD Tahun Pajak : 2)
KABUPATEN KULON PROGO

JI Perwakilan No.1 Wates  Telp. (0274) 773010 psw. 1306

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

(SPTPD)
Pajak Hiburan

N A O D >

)

Harap diis dalam 1 2 (dua} ditulis dengan raf CETAK

Beri namor pada kotak ranie tarsedia watuk jawaban vans diverikan

Setelzh diizi dam ditandatan=ani, harap diserahkan kembali kepada BEFAD Eab. Enlon Progo paling lambat 13 (tiza belas) hari kalender setelah
‘barakchinmyzs maza pajak

Eeterlambatan perrverahan terssbut akan dikenskem denda sebesar 2% per ulan. Jika padz pada akhir bulan berilonrye tidak disarmpailan,
akan dikenakan kenzilan 25% dari pokok paizk dan denda benupa nmeza 2% per bulan.

A DISIOLEH PENGUSAHA HIBURAN

Objek Hiburan: Tarif
1. Hiburan yang diselengzarakan [T 135 1 Tontonan film 20%
2 Pagelaran kesenian tradisional dan/atan tari 10%:
3 Musik 2%
4 Pameran 10%
5 Kontes Kecantikan dan Busana 15%
6 Karaoke, klab malam, diskotek 30%
7 Sirkus, akrobat dan sulap 10%
£ Permaman bilyar, golf dan bowling 10%:
9 Pacuan kuda, kendarasn bermotor dan ketangleasan 10%
10 Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ~ 15%
11 Pertandingan clzh raga 10%
2. Harga tanda masuk yang berlalm
- kelas . Fp.
- kelas . Fp.
Shelas Fp...
3. Jumlzh pertunjukan ratz-rata pada hari biasa SR 1
Jumlzh pertunjulan ratz-rata pada hari biasa / minggn : Jkalio LB
{Khusus untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenismya, pazelaran musdg, da.u tari)
4. Jumlah pertinjulan rata-rata pada han biasa  erieeeeeeoo... OTENE
Jumlzh pertunjukan rats-rata pada hari biasa / minggu D eeeeecoorang L T)
3. Jumlzh mejzmesin Lo ..... buah e B)

—

{Ehusns untuk: billyard, permainan lcetangkasan)

Jumlah kamarruang T ... bugh ")
(Ehusns untuk panti pyjat, mand.l uap, Lﬁraoke]

. Apaksh perusshasn menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentn : |:| 1. Ya .10
2. Tidak
Jika YA, berapa jumlsh yang beradar : . ... bugh A
. Penjualan karcis dengan mesin tiket I:Il YTa .12}
2. Tidak




E. DIISI OLEH FENGUSAHA HIBURAN

Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk suatn masa pajak

a. Masa Pajak Tel oeeeeeeeceeesd Tl . 13)
b. Dasar Pengenaan (jumlzh pembayaran
yang diterima) D Rpe L]
c. Tanf Pajak (sesuai Perda) DT )]
d. Pajak Terhutang (bx c) DR
C.PERNYATAAN

Dengan menvadan sepenuhnya akan segala akibat termasul: sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan penmdang-undang-
an yang berlakm, saya atau yang saya beri kniasa menyatakan bahwa apa yang telzh kami beritzhukan tersebut di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak,
Nama Jelas
D.DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BKAD
Diterima tanggal
Nama Petugas
NIP
( )
----------------------------------- Gunting df sini - -—-=—--— e — e —
Nomeor SPTED
TANDA TERTMA
NPWED
Nama
Alamat

YVang Menerima, . 18)
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PETUNIUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJTAK HIBURAN (SPTFD-PATAK HIBURAN)

NQO. URAIAN ISIAN
1 Culup jelas;
2 Diisi tahun pajak periode SPTPD dilaporkan.
3 Diisi NPWPD jenis Pajak Hiburan yang terdaftar pada BEAD.
4 Diisi "Kepala BEAD Kabupaten Kulon Progo di Wates"
5 Ditsi Nomor urut jenis Pajak hiburan yang tercantum dalam SPTPD.
6 Culoup jelas;
7 Culup jelas;
8 Diisi jumlah alat permainan.
9 Culup jelas;
10 Culup jelas;
11 Cubup jelas;
12 Culoup jelas;
13 Dzl rentang waktu penerimaan penyelenggaraan hiburan,
14 Diisi angka rupiah nang yang diterima dari hiburan yang dizelenggaralan
15 Diisi dengan tarif pajak sesuai Peraturan Daerah sesuai jenis hiburan yang diselenggaralean
16 Ditsi tempat, dan waltu SPTPD dibuat dan diserahkan ke BKAD.
17 Diisi nama lenglkap Wajib Pajak atau yang diberi kmasa.
13 Diisi nama Wajib Pajak atau vang diberi kuasa penerima tembusan SPTPD.
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F. SPTPD Pajak Penerangan Jalan

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

BKAD (SPTPD)
KABUPATEN KULON PROGO Pajak Penerangan Jalan
JI. Perwakilan No.1 Wates Masa Pajak : Bulan

Telp. (0274) 773010 pew. 1306

Mo BRTPD: ..

Kepada Yth.

Kepala EKAD
Kab. Kulon Progo
di Wates

1. Nama Badan/Wajib Pajak 3
Alamat
9
NFWED b
Nama PemilikPengusaha 3]
Alamat T
2. Izin Tempat Usaha / HO Adminstrasi -

a) Nomor SITU e D) () Dengan Pembukuan
b) Bidang Usaha : Penyedia Listnk 3 Tanpa Pembukuan
c) Lokazi Usaha ¢ J1 Gedenglaming No. 3 Banguntapan ( Beri tand'a v pada kotak pilifian)
Yogyakarta
Perhatian:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (doa) ditlis denzan hamf CETAK
2. Setelsh diisi dan ditandatengani, harap dissrakican kembali kepads BEAD Kab. Fulon Progo paling lambat 13 (tiza balas hari) kari kalender setelah

‘berakhinmye maza pajak

[

alcan dikenaloan kenailean 25% dard pokok pajak dan denda bemupa unga 2% per ulan.

. Esterlambatan pemryerahan terssbut skan dikenakan denda sebesar 2% per buln. Jika pada akhir bulan berilutrya tidak disampaikan,

3

Pajak Penerangan Jalan :

Setiap pengeunaan tenaga listrik baik yabg dihasilkan sendin maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak
Dasar pengenaan Pajak/Nilar Jual tenaga Listrik -

Jeniz Listrik yang digmakan Nilai Jual tenaga Listrik Tarif
Penyediza Tenaga Listrik Jumlah tagihan rekening listrik kepada | Industn Pertambangan minyak bumi dan gas
Untuk selain vang tersebut diatas §%
Deri Surmber lain Jumlsh tagihan biaya beban'tetap + Industri Pertambangan minyak bumi dzn gas
Biaya Pemakaian KWH/ Variabel vang | Untuk selain vang tersebut diatas 8%
Dihasillan Sendin Kapasitas tersedia x tingkat pensunasn 1,50
4. Masa Pajak tanggzal Aanggal s S AMETAL e %
5. Dasar pengenazn pajak Terlampir
4. Total yang harus dibayar :  Terlampir
DIISI OLEH PETUGAS BEAD PEENTATAAN
SPTPD im setalzh diisi lengkap, Yang bertanda tangan di bawah i :

dizerahkan ke BEAD paling lambat tanggal :

......................... 10}
Tama
NIP 11)
Diterima tanzgal
Tanda tangan

Mama -

menyatakan bahwa Surat Pembentabuan Pajak Daerah (SFTPD) mi
kcami isi denzan benar, lengkap, dan tidak bersyarat. Apabila SFTED
yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi

sezuzi dengan peraturan yang berlalo.

)

12)
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PETUNIUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAFRAH-PAJAK PENERANGAN JALAN (SPTPD-PPI)

NO. TURAIAN ISIAN
1 Diizi nama bulan dan tahun pajak
2 Diisi nomor urut SPTPD
3 Ditzi Nama badan atau nama usaha penvedia tenaga histrik
4 Diizi alamat lenglkap lokasi badan atau lokasi tempat usaha.
5 Ditsi NPWPD yang terdaftar di BEKAD.
6 Diizi nama kepala‘direltur badan atau nama pemilil: usaha.
7 Diisi alamat lengkap kepala/direltur badan atau pemilik usaha.
8 Diisi nomor Surat Izin Tempat Usaha, jika ada.
9 Diisi rentang waktu/masa penggunaan listrik
10 Diizi tanggal batas akhir penyetoran pajak penerangan jalan
11 Diisi identitas lengkap petugas BKAD penerima SPTPD.
12 Diizi nama kepala’direltur badan atau nama pemilik uzaha.
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G. SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepada Vi
BKAD (SPTPD) -
KABUPATEN KULON PROGO Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Kulos Progo
J1 Parwakilan Mo.1 Watss Mass Pajgk - Bulasm . - Takwn ] diVistes
Telp. (0274) 773010 psw. 1306 No. SPTPD: ............

1. Nama Badan Wayih Pajak -
Alamat :

NFWFD
Namaz Pemilik Penzusaha
Alamat 3 Kelompok
[ Perorangan
{Beri tanda [+ pada kotak pilihan)
[Periaian:
1. Harap diiei dalam rangicap 3 {tizz) dinglis dangan byngf CETAE
2 Seslah diisi den ditminengen;, harap di kembali kepada SEAD Fab. Enlon Progo paling kbt 13 ftizz belas ) hari kelender setelzh
herakhirmya masz pajak
5. Esteriambaten penvershar terzebut alare dkenalen denda sebesar 294 per bulan. fiiem pada aichir bukan berfiorra tidak disampailan, skom
dikemalom kenadlom 757 dari pokok peiak dan denda berapa bansa 2% per bulan.
2. Izm Tempat Uszha / HO
2) Nomor SITU
b) Bidang Usaha
3
10y
Luas Area Penambangan : .Y S - IO Y i € e M
Cara Penambangan : [ Tradisional [ Alat Berat L] Lammmya .o
4. Jemis dan Volume Penambanzan ok Maza Pajak Tel - ... sl
Velumme Nilai PasarHarga
Jenic B [
Jeniz Bahan B bangan 5 A Milai Jual Eeteranzan
] BamKapur
]  Batubelsh/Andsat
. Pasir pazang banpuman
O Tanzh urug'permmkaan
Total Nilai Tual
4. Pajzk vang hams dibayar 20% dan Total Nila Joal =Rp ...
Demgam Buruf: ¢
.................................................................................................................. )
DIISI OLEH PETUGAS BEAD PERNVYATAAN
ZPTPD ini sstelsh diisi lengkap, Yang bertanda tz=n=an di bawsh ini -
diserahican ke EKAD paling lambat tanzzz] -
.................................... 11) menyetakan balmre Surar Pemberitshuan Pajak Dasrsh (SPTPDY) o

keami i=i densan benar, lenskap, dan tidak bersyarat Apsbila SPTPD

yang kan sampaiken tidak benar, kami bersedia mensrima sanksi
Hama S zeznEl dengan peraturan yang berlakm

IR

Diterims tanggal

Wajib Pajalk,

[ e erees e enses e ).149)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH-PATAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN (SPTFD-PAJAK MELEB)

NO. URAIAN ISIAN

1 Diisi nama bulan dan tahum pajak

2 Dusi nomer urut SPTFD

3 Diisi Nama badan, jika berbentuk badan atan nama Wajib Pajak jika tidak berbentuk badan
4 Diisi alamat lengkap lokasi badan atan lokasi tempat usaha peroranzan/kelompok.
3 Diisi NPWPD yang terdaftar di BEAD.

6 Duisi nama pemilik badan atan nama pemihk usaha perorangan.

7 Diisi alamat lengkap pemilik badan atan usaha perorangan.

g Diisi nomeor izin ganggusn vang diperoleh dari instansi yang berwenang

9 Culup jelas;
10 Cubp jelas;
11 Dusi tanggal batas albir penvetoran ke Bendshara Penerimaan atan Kas Daersh
12 Duisi identitas petngas BEAD yanz menerima SPTPD.
13 Diisi nama pemilik (Wajib Pajak atan yang diberi knaza
14 Duizi nama pemilik /Wajib Pajak atan yang diben kmasa




H. SPTPD Pajak Parkir

- PEMERINTAH KAE. KULON PROGO | SURAT PEMEERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepada Yth.
BKAD (SPTPD) Kepata 34D
KABUPATEN KULON PROGO Pajak Parkir Kab. Kulon Frogo
JI. Perwakilan No.1 Watss Maza Pajak: Bular .o Tahun ) di Watse
Telp. (0274) 773010 p=w. 1306 Mo.SPTPD: ... .

1. Mama Badan Wajib Pajzk -
Alamat :

NPWFD Jenis :
Mama Pepulik Penzusaha (] Badan Uszha
Alamat 0 Kelompok
[ Perorangan
{ Beri tanda [ V) pada kofak pilihan)
erhatian

E:

Harap dii=i dalam raneioy 3 (tisa) ditalis denzan buraf CETAE

Setelah diisi dan ditmdatanzari_ harap dissrablen kembali kepads DFPEA Kab. Kulon Propo paling lambat 13 (tigz belas) hari kalendar sstelsh
berzichirmya masz pajpk

Eeterizmbaten penyershan terssbat 2iom dikerakon dends sehesar 2% per bulan. ik pada pada aichir bulam berflosteyva tidak dizampadlan,
2ln dikenaicom kenaiflom 73%; dar pokok pejak dan denda bempa bunsa 1% per bulan.

[

Izin Tempat Uszha ( HO
a) Nomer SITU /HO
b) Bidang Uszha

3 Ma=aPaak -Tgl sl 10)
4. Usaha Yang Dizalengzarakan -

a) Jasa Parlar

. Tumlzh . Tumlzh
Jeniz Eendaraan Kend Tanf (Rp) Pembayaran Estaranean

1. Fodz 4 (empat)

2. Roda 2 (duz) sepeda motor

K SO

Totzl Pembayzran X T,

b) Pajzk Terutans :
Dengan Huruf:

Totzl Pembayaran x 20% = Ep. cecrnnan

e) Lokasi Tempat Uszha

- Tanzh Sewsz Milik Pemerintzh = Yz [ Tidzk#®)
- Tanah Sewa Mihk Persecrangan : Ya / Tidak ¥)
- Tanzh Milik Sendin : Ta [ Tidzk ¥) *) corst yang fidsk perln
DIISI OLEH PETUGAS BEAD PERNYATAAN
SPTED ini setelah diisi lenziap, Vans bertands tanzan di bavwah im -
disarabkan ke EEAD peling lapibat tanzeal -

............................... 1) ‘menvarskan behwa Surst Demberitanzn Paisk Dearzh (SPTPD) ind
keeemi 5 denzan bemar, lenzkep, dan fidzk bersyarat. Apabila SPTED
wans kami sampaikan tidzk bensr, kemi berzediz menerima sanie]

Nama

sesuzi dengan persturan vang berlskm

NIP e TEL
Driterima tanggzl Waiib Pajzk,
Tanda tangan 13
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PETUNIUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH-PAJAK PARKIR

(SPTFD-PAJAE PARKIR)

NO. URAIAN ISIAN

1 Diisi nama bulan dan talm pajak

2 Diisi nomor urut SPTPD

3 Diisi Nama badan (jika berbentuk badan) atau nama usaha jika tidak berbentuk badan

4 Diisi alamat lenghkap lokasi badan atau lokasi tempat usaha perorangan.

5 Diisi Nomor urut NFWFD yang terdaftar di BEAD.

6 Diisi nama pemilik badan atau nama pemilik uszha perorangan.

7 Duisi alamat lenghkap pemilik badan atau usaha perorangzn.

g Diisi nomor izin gangguan vang diperoleh dan instanst yang berwenang

9 Diis1 bidang usaha pokok, jika pengelolaan tempat parkar bagian dan usaha pokok.

10 Diisi rentang waktu penerimazn pelayanan parior.

11 Disi tanggal batas akhir penvetoran ke Bendahara Penerimazn atau Kas Daerzh.

12 Diis1 identitas petugas Dinas yang menenima SPTFD.

13 Diisi nama pemilik /Wajib Pajak atan yang diben kuasa.

14 Diisi nama pemilik/ Wajib Pajak atan yang diben kuasa.




I. Format Rekapitulasi Penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran

FEEKAPITULASI PENYETORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAF FESTORAN
BULAN/MASA PAJAK - ..

Kepals Dinac/Badan /Bagian/Kantor

Bendshara Pengeluaran

NIP. ...

TAHUN
Tzl. Penyetoran/ Nomor Nams Restoran /Warung Maksn / MNominal Belanja Jumlah
pemindshbuloian Pemindahbuluian Estering/Hotel/ Penginapan Malensn dan Mimiman Pgjalc
1 2 3 4 5
Mengetahui: Wates, e
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J. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKEB)

| PEMERINTAH KAB. KULON PROGO SKPDKB No. Urut
BKAD { Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar )
‘ KABUPATEN KULON PROGO Masa Pajak - 1) [(TTTT1T]»

JI. Perwakilan No.1 Wates Tahun
Telp. (0274) 773010 psw. 1306

Nama SRR | |
NPWED

Tanggal jatub tempo

Berdazarkan Pazal .. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomeor 6 Tahun 2011 telah dilakmkan pemeriksazn atau
keterangan lain atzs pelaksanaan kewajiban :

Rekeai Pk [IIITT7-»

Nama Pajak U UPP RN *) |
II Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah vang masih harus dibayar adalah sbb

1. Dasar pengenaan Fp... )]
2. Pajak yang terhutang Fp... .11
3. Kredit pajak :

a. Komp i kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp .. )]

b. Setoran yang dilakulan : Rp S13)

c. Lain-lain : Bp ... 14

d. Jumlsh pajak vang dapat dikreditkan (a+b+c) Bp oo 15)
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Bp o 18)
5. Sanksi administrasi :

a. Bunga (Psl () : Rp. ... B

b. Kenaikan (Psl...(..)) : Rp. ... _18)

c. Jumlah sanksi administrasi (a+h)
4. Jumlah vang masih harus dibayar (4+3c)

Demganbuwref [ _._......_........._..21) |
PERHATIAN
1. Harap penystoran dilakukan melzhii Bank Tempat Pambayaran/Baz Daerah atau Bendahara Pensrimaan dengan mangzunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (38PD).
2. Apabila SEPDESE ini tidak atau kurang dibayar setelzh lewat waktu paling lama 30 hari sgjak SKPDEEB ini diterbitican, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebasar 2% per bulan_
Kepala BEAD
20
NIP..
—— e — Gunting disiti - -—--—--—--—--— - o — - — -
Nomer SKPDKB 24)
TANDA TERIMA
NPWED 25
Nama 26)
Alamat 27
Yang Menerima,
. 29)




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEURANG BAYAR (SKFDKEB)

NOMOR UFAIAN ISIAN
1 Dzl bulan periode SEPDER diterbitkan
2 Diizi tabun pericde SKPDEER diterbitkan
3 Dzl nomor uret SKPDEE diterbitian
4 Diisi dengan Mama Wajib Pajak Penerima SKPDEB
3 Culcup jelas;
& Culcup jelas;
T Dritei tanggal teralchir kakurangan pajak hams dibavar;
£ Dzl nomor rekening jeniz pajak dzerah vang ditetapkan
9 Drifei nama jenis pajzk daerah vang ditetaplan kurang bayar
10 Drifei Dazar Panganzan Pokok Pajak berdasarkan hasil pemerikszan atau ketaranzan lain;
11 Dzl jumlah pajak berdasarkan dasar perhitungan hasil pemenikszaan;
12 Dtz kelebihan pajak tahun-tahun sebelimnya untuk menotup kekurangan pajak;
13 Dzl jumlah pajak yang telah dizator sebelum SEPDER diterbitkan;
14 Dzl jumlah seteran lain vang dapat dikreditkan selan a dan k.
15 Culup jelas;
15 Culup jelas;
17 Dzl dendz bungz atas kekurangan pajak vang belum dibayar;
18 Driei dendz atas keburangan pokek pajak;
19 Culouyp jelas;
20 Cubuyp jelas;
21 Dtz dengan humof jumlah salureh kekurangan;
21 Dzl tangzal ditetapkannya SKPDEE;
23 Dzl nama dan MIP pejabat vang berwenang menetapkan SEPDEB
24 Driiei nomor uret SKEPDEE yang diterbitkan
25 Culkup jelas;
26 Culkup jelas;
27 Culouyp jelas;
28 Diisi tangzal diterimanya SKPDEB oleh Wajib Pajak
29 Drifei Wajib Pajak atan kuasanya vang menerimz SEPDEE.
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K. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKEBT)

PEMERINTAH KAE. KULON PROGO SKPDKBT No. Urut
BKAD [ Surat Watetapan Pajak Dasrah Kurang Bayar Tamibahan )
KABUPATEN KULON PROGO Masa Pajak 1} LLITITTT Il
JL Parwakilan No.1 Wates Tahun

Telp. (0274) 773010 psw. 1306

MNama S
NPWPD S5 I I

Tangzal Jztuh Tempo SO RSE T

I Berdzsarkam Pazzl 9 Undanz Undang No 18 Tabon 1997 telah dilakuken pemerikeazn atan ketaranzan lam atas
pelak=anaan kewajiban :
Fekeninz Pajak -
MNamz Pajak H

IO Dwari Pemerikszan atzn keteramean laim tersebuot di tz: penghitimezan jumlzh vang masih hams dibayar adalzh =bb -

1. Dizzar penpenaan % AU L ) |
2. Pajak yangs terhutang % - AR | |
3. Eredit pajak:
2. Kompensas kelebibhan dan tahun sebelommya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lam-lain
d Jumlah pajak yans dapat dikredithan (24+b22) Ep.........o............1
Tumlzh kelyranzan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Bp oo 16}
Sank=i administras -
a2 Bumza (Pl ... (...0)
b. Kenakan (Pal.... (...} H
c. Jumlah sank=1 adwamistrasi (a=h) % - SRR &.-) |
4. JTumlzh vang masih harus dibavar (4+3¢) Ep .. 200

-

i

Dengan buoref [ 21y |

PEREATIAN

1. Hzrzp penyetoran dilskuisn melslni Bank Tempat Pembayvaran sten Bendshers Penerimzsn denzsn menssumsksn Sorat Setoran
Pajsk Daerzh (SSPDY)

2. Apsbilz EEPDEET ini tidak atan knmens dibavar setelzh lewsat wekm paling loma 30 hen sejak SEPDEET ini diterbitican, dilcenalcen
sanksi administratif berupa bunea sebesar 2% per bulan.
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FETUNIUE PENGISIAN

SURATEETETAPAN PATAK DAFRAH KURANG BATAR TAMBAHAN (SEPDEET)

NOMOR. URAIAN ISIAN

1 Diizi bulan periode SEPDEBT diterbiticen
2 Diisi talnm periode SEPDEBT diterbithsn
3 Diisi nornor nret SEPDERT diterhitian
L Diisi nam Wajih Pajzk pensrima SEPDEET;

3 Culmp jelas;

g Culmp jelaz;

7 Diisi tanszz] teralchir kelmranzan pajak hams dibayar;

B Diisi noenor reliening jemis pajak dzersh vans ditstapksn

g Diiizi nama jenis pajak daerah varg ditstapksn
10 Diiizi Diazar Penzenaan Pokok Pajak berdzszrian hasil pemerikczaan atan keteranzan lain;
11 Diisi jumlzh pajak berdasariean dassr perhihmesn hazil pemerikszan:

2 Diisi kelebihan pajak tshun-tshum sebelummya mink menunp kelranssn pajak;
13 Diisi jumlzh pajak vans telah disetor sebehm SEPDEBT diterbitkan;
14 Diisi jumnlzh zstoran lsin vans dapet dikoeditkan salain 3 dam b
15 Culmp jelas;

16 Culmp jelas;

17 Diisi dends bunzs stz: kelmranzan pajak tambahan vans behm dibayar;
18 Diisi dends ztss kelmranszn tambahan pokol pajakc

12 Culmp jelas;

20 Culmp jelas;

21 Diisi jumlsh sslnmh kedmranzan pajzk densan momf:

22 Diisi tanzgal ditetzpkanma SEPDERT;

23 Dviizi nama dan MIP pejabat vans berwenans menetapken SEPDEET
24 Diisi normor nret SEPDERT vang diterbitican

25 Culmp jelz=;

26 Culmp jelas;

E Culmp jelaz;

28 Diisi tansgz] diterimanyz SEPDEBRT;

12 Diizi MNama Wajib Pajak atan kmasamva yans mensrims SEPDERT.
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L. Surat Ketetaan Pajak Daerah Nihil

PEMERINTAH KAE. KULON PROGO SKPDN No. Urut
BKAD { Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil )
KABUPATEN KULON PROGO Masa Pajak  © - ) [(TTTT1T1]=
JL Parwakilan No.1 Watss Tahun S
Telp. (0274) 773010 psw. 1305
Nama S, 4)
Alamat e )
NPWFD -] 8
I Berdazarken Pasal . Peraturan Dasrah Kzbupaten Eulon Prose Nomer § Tahon 2011 telah dilzkmban pemneriksaan

atam keterangan lam atas palakeanaan kenanban-
Rekening Pajak ) o 7
Nama Pajak et et e e 8)

I Dan Pemeriksaan atan keferangan lam terssbut di atas, penghitmezan jumlah yans masih harns dibayar adalah
sebagz benlkout -

1. Drazar penzenamm By o )]
2. Pajak vang terhutans Rp oo 10
3. Kredit pajak :
2 Kompensza kelshihan dan tshim sebelomrma c Rp o 11y
b Lamlam H
c. STP (Pokok) : .. .
d TFumlzh yang dapat dikredifian (2+h+e) By o 14
4. Fumlzh yang mzah harue dibayar (2-32) Fp. W1 HI L
________________________________________ 17
MIP. oo 18)
-------------------------------- —  Gurting g Sif = == m e e
NPWED
Wama
Alamat




PETUNJUE PENGISIAN
SURAT EETETAPAN PATAE DAFRAH NIHIL (SEFDN)

NIOAECR. TURAIAMISIAN

1 Diizi bolan peripds SEPDE diterbition

2 Diizi takmm peripda SEPDR diterbitian

3 Dz nomor wot SEPDN diterbiticn

4 Diizi denzzn MNama Wajib Pzjzk Penarima SEPDN yvang bersansiotan

3 Calop jelas;

g Cuiop jelas

7 Culrp jeles;

g Culop jelas,

g Diizi Dizzar Penzenzan Pajak berdssaricn hasil parnerik=san st keteranzan lain;
10 Ditisi jumlsh pajakc deersh yans ditetaplsn berda=arian perbitmsan setalsh pemerilsaan stan keteranzan lam;
11 Diizi pmmlsh kelehiban pajzk tshm sebebmrmys ik bompensasi pajaic
12 Diizi jomlsh zetorzn lain vans dapat didrediten selain a;

13 Diizi jumlzh Polrole Pajak vans telzh dizetor sebehom SEPDLE diterbitican;
14 Coiorp jela=;

15 Dii=i tempat, tanges]l dan tabom SEPDE ditstapkan

16 Diizi namaz Tahatan FHepals Bidans yans berenans:

17 Calop jelas;

18 Culop jelas;

18 Cuboup jelas;

20 Diizi tempat den tangez] SEPDN ditstapksn;

21 Diizi denzzn MNama Wajit Pzjzk Penerima SEPDIN vans barsanshmtsn
2 Diizi dengan Alamst Wajih Pajak vans bersanskmtan

23 Dii=i tempat, tane=sl dan tsbom SEPDR diterima olsh wajib pajak
4 Diizi nams penerima SEPDM dari wajib pajak
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M. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

FEMERINTAH KAB. KULON PROGO STPD No. Urut

BKAD { Surat Tagihan Pajak Daerah }
JI. Parwakilan No1 Watse asa Pajak
Telp. (0274) 773010 pew. 1306 [Tahun

=

Berdacarican Pazal | Perdz Kzb Enlon Progo o, .. Tahom . felsh dilakoben penelitian dan'sten pemenlezan stan
bem]ammspdahmmkmajib\an
Eekernmez Pajal
MamaPajsk 0 s
o Danpmjma.ndanmupemaﬂsaantersehﬂdlah_ penshitimezn jumlah yangz maszth hars dibayar adalah
sehzzal herilart -
1. Payjak vanz krang dibayar R . 10
2. Banke=1 acrrmstras; -

2 Bunga (Psl ... ayat(....))
3. Tumlah yang mash hame dibayar (1+22)

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilabuken melahn Bendzhara Penenmazn atan Ka= Daerah denzan mensmimaken Surat
Setoran Pajak Dasrah (S5PD).

2. Apahbila $3PD mi tidak ateu Kurans Dibayar setelzh lewat waktn paling lama 30 ben saizk S5PD mi diterima
difeenalean sznle adwirnstras) berupe bumea sebesar 29 per bulan.

............................... 12)
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PETUNJUE PENGISIAN
SURAT TAGHAN PATAE DAERAH (STFD)

NOMOR TRAIAN ISTAN
1 Diizi talan periode STPD diterbition
2 Dii=i tzhmm periods STPD diterbitian
3 D=l normar unst STPD diterbiticn
4 Diiizi denzan Mama Wajth Pajak Penerima STPL;
3 Diiizi denzan Alsmat Wajib Pajak
4] Dtz knde MEWPD Wajib Pajsks
7 Dtz tan=zal terakdur Pajak hams dibayar
8 Driszi narmar relenms jenis Pajak daersh vans ditstapkan
9 Diizi nama jenis Pajak daevah vans ditetsplsn
10 Diiizi jurmnlsh Pajak vans knwans diteyar
11 Diii=i jurnlsh sznisi adrimistrasi beropa bunza
12 Cubop jelas;
3 Diiizi demeam horof jumlsh pajak vang mesib hams dikavar;
14 Diz=i tempat. tanzEsl dan tshon STPD ditetspisn
13 Diizi nama penandstanesn STPD dan MIP
16 Cubop jelas;
17 Dit=i mowmar nrst STPD;
18 Diitzi NEWPD Wajil Pajakc
19 Culoip jelas;
I Culop jelas;

Diizi tempat, tanzssl dan sl STPD diterima Wajik Pajak sten Imsssma;

Diizi nams penarima STPD.
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N. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO SSPD Lembar
BKAD 1
KABUPATEN KULON PROGOD { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JI. Perwakilan Mo.1 Wates (LT — 1) Untulk Wajib Pajak
Telp. (0274) 773010, 773221 p=w. 1306
HMEMIE I e —emeemaememememsemeem—— e m——a————————————na oo 2)
B 3
L 4
Menyator berdazark=m ¥) - ] SEFD [ STFD ) 5K Pembetulan
[ sEFDEE [ SFTED ) Lam-lam
[ SEPDEET [ K Esberatan
MasaPajak s )| Tahom - oo &) Mo Unut: ... T
HNe Eekening Jamuizs Pajak Jumlah (Fp)
Jumlah Setoran Pajak
Demman B | e
......................................................................................................... 8
Fnzng untok Terazn Driterima oleh ©
Elz:z Fyegizter Tands Tanzan Pemgzzs BankTempsat Pembayaran Pemyetor
Petozas Penerims Tangeal
Tznda Temz=n
. MNama Terang .o 100 Y]
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* Beri t=nda + pads kotak [ sesusi dengan ketetapan yvang dimilild



PEMERINTAH KABE. KULON PROGO Lembar
BKAD SSPD 2
KABUPATEN KULON PROGO { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
. Perwakilan No_1 ‘Watss Tahun ..oevinnes 1) Utk BXAD malalui
Telp. (0274) 773010, 773221 psw. 1306 Bank Tampat Pambayaran
MNama
Alamat
NPWFD
Memyetor berdazarkan ¥) - ) SEPD 3 =TPD ) SK Pembetulan
(] SEFDEB [ EFTFD [ Lam-lam
[ SEPDKBT [ 8K Esberatan
MasaPajak: ... ... 5 Tehom:- . &) WNeo.Unet:-. ... i)}
Mo Bekeninz Jemis Pajzk Tumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak
Dengan horuf
&)

Fnzng watuk Terzan Driterims oleh - ST 8 § |

Flzs Rregister Tandz Tansan Pemzas Tempa: Pembayaran Pemystor
Patnzas Penerims Tangzal
Tanda Tanzsn -
........................ oy Mama Teramg ... 10} 1)

* Beri tanda % pads kotak [ sesusi dengan ketetapsn vangs dimiliki
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PEMERINTAH KAE. KULON PROGOD

Lembar
Lo SSPD 3
KABUPATEN KULON PROGOD { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
L. Parwakilan Mo.1 Wates L= 111 — 1 Untuk DPPKA melalui
Telp. (D274) 773010, 773221 pew: 1306 Bank Tempat Pembayaran
Nama
Alamat
NPWPD
Menyetor berdasadan ¥) - ) SKPD [ STPD [ 3K Pembetulan
() SEPDKE [ sPTPD ) Lain-lain
[ SEFDEBT [ SE Esherstan
MasaPaak: . =) Tahom - ... &) No. Urut )|
No Fekaninz Jems Pajak Jumlzh (Ep)
Jumlzh Setoran Pajak
Dengan huraf
B)
Fnzns untuk Terasn Driterims oleh - SURSRSURURRRRR § § |
Flz:z Fregister Tandzs Tansan Pemez: Tempat Pembayaran Penyetor
Pemuzz: Penerima Tangzzl -
Tznda Tanzzn
. Mama TErEmE & o 10} S ey

* Bori tanda </ pada kotak [ sesnsi denzsn ketetapan vang dimilikd



PEMERINTAH KAB. KULON PROGO

SSPD

Lembar

BKAD 4
KABUPATEN KULON PROGO [ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
M. Perwakilan Mo 1 Watss Tahun eeisiinnes 1) Urrtuk
Telp. (0274) 773010, 773121 p=w. 1506 Bank Tempat Pembayaran
SRS 2
AlEmat e e 3)
1SS 4)
Menystor berdasarkan ¥) [ SEPD [ 8TFD [ 5K Pambetulan
(] SKPDEB [ SPTFD [ Lam-lam
[ SEFDEBT [ SE Eeberatan
MasaPajak : ...oocooiiiiiinnn, )| Tahum - e €) No. Ut : ............ T
Mo Bek=nmsz Jemi= Pajzk Jumlah (Ep)
Jumlzh Setoran Pajak
Diengzan horuf
&)
Fanzns wrtuk Terzan Diterims aleh - SO § |
Eas Rregisier Tands Tanzan Pemgas Tempat Pembayaran Penyetor
Petuzss Pensrimsz Tangzal
Tands Tangzn :
........................ @ Mama TeranE © ooooieiceieeeeveneas 10} - 12

* Beri tamda ¥ padz kotak [ zesusi denzan ketstapan vans dimilikd
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PETUNIUE PENGISIAN
SURAT SETORAN PATAE DAERAH (S55FD)

WOMOER URALAN [STAN

1 Di=i tahun pajak periode penyetoran;

2 Diizi nama TWajib Pajsk

3 Diizi alzmezt Wajib Pajal;

4 Culoup jelas;

5 Driizi hiz=a pejsk vans dizstorisn;

] Diizi Tehon pajsk;

7 Dizi nomor oot S5PD;

g D=l denzsn mrof jumlsh setoran pajak;

g Driizi nama jenis pajak dzersh vans ditstaplen
10 Cruldoup jelas;
11 Cudoup jelas;
12 izl tands tangen dan nama wajib pajek stan yane diberi kmass sebagsi pemyetor

62




0. Surat Permohonan Angsuran

Perihal : Permohonan Angsuran
Kepada Yth.
Kepala BKAD Kab. Kulon Progo
Di Wates
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik /Pengelola @ i assssia s anian
AlAIMAL L e a s s s r e e e e
.................................. 613 A

Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merek Usaha

NPWPD

Alamat

................................ T v snnsvmnmasinianiasmiismnis

mengakui masih mempunyai hutang pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*)
(41517, )  SRNNREESERREERERH No Uit .o berjumlah Rp. ...cooociiiiiiiiiiiinieanns

Dengan ini saya mengajukan permononan agar kiranya hutang pajak

tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ....... [
.............. ) ) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas
seluruhnya paling lambat tanggal .........ccoccvvuennnnn

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN

Alagan pengajuan permohonan angsuran ini :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dikabulkan.

Tanda Terima
a/n. Kepala BKAD Hormat Saya,
...................................... § Pemohon

*) Coret yang tidak periu
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P. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

Perihal : Permohonan Penundaan Kepada Yth.
Pembayaran Kepala BKAD Kab. Kulon Progo
.................................... Di Wates
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola R R R R R i S e i
Alamat R R P R S R R SR SRR —
............................... T oesimnmas i
Bertindak untuk dan atas nam
Nama/Merek Usaha T e i S SR A SR S
NFWFD 3
Alamat AP
(-, R,
Dengan ini saya mengajukan permononan penundaan pembayaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKET*) dengan nomor urut ... yang akan jatuh
tempo pada tanggal ... agar kiranya tanggal jatuh tempo
diperpanjang/ ditunda hingga tanggal .........cccooeirinniieinns

Alasan pengajuan permochonan penundaan pembayaran ind :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
A.n. Kepala BEAD Hormat Saya,
Pemochon

#| Coret yang tidak periu




Q. Surat Perjanjian Angsuran

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalsn Parwakilan No. 1 Telp (0274)773010 pesawat 238,237 ,2656,2008 Fax (0274)773221
WATES-85811

I l PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah i

Nama R —— O —

NPWPD B e e e R

Alamat S e N S e R AR AR A

................................ Telp..
Bertindak dan atas nama
Nama S s e i g i A
Alamat T isifioccigtoommioomsioostoowiioonioonmoomsiosoones
....Telp...

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohon.an mgsu:a.n
pembayaran hutang pajak pada tanggal . weeveresr SEDANYEE ...
Foscvmssusaasmasssmenss | kali angsuran terhadap Eiu.ra.t Katetapan Pajak yang telah
diterima :

a. SKFD No .........

b. SKPDKB MO ....coovimivines
c. SKPDKBT No . i
& REPER N0 e

Pembayaran angsuran :
Angsuran Biaya Adm./

poEp

Jika pernyataan pembayaran pada sub I di atas tidak saya penuhi,
maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih
dahulu

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala BKAD, Yang berjanii,
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R. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Q BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jelsn Perwakilsn No. 1 Telp (027 4)773010 pesawat 238,237 285 208 Fax (0274)773221
VWATES-55811

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat

Bertindak dan atas nama

Nama
NPWFD

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan

pembayaran hutang pajak pada tanggal ... terhadap
SKPD/SKPDT/SKPDKB/ SKPDKBT*) nomor urut ................... jatuh tempo

2_ Berdasarkan permononan di atas, maka telah disepakati bahwa
pembayaran atas hutang pa_}ak di atas ditunda pembayarannya sampad

3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 di atas tidak saya penuhi, maka
penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih
dahulu.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala BKAD, Pemohon,




8. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

[ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Perwakilan No. 1 Telp.(0274)773010 pesewst 238 237,255,208 Fax (0274)773221
WATES-85611

Kepada Yth.
Bpk/Ibu/Sdr. .....oocovvenee.

i

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
NOmMOr - .o R

Setelah kami mempeslajari dan mempertimbangkan, dengan imi

dibentainilen bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundasn Pembayaman  *) Saudara
tertanggal ................. o+ — 5) dengan penuh hormat tidak
dapat kami penuhi

Demikian agar Saudara memakiumi.

Kepala BKAD,

%) Coret yang tidak perlu
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T. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

PEMERINTAH KAE. KULON PROGO SKPDLB No. Urut
BKAD { Surat Hetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar )
KABUPATEN KULON PROGD MasaPajak - 1) [TITTIT =
JI. Perwakilzn No.1 Wates Tahun e — |
Nama D et e e 2 2t ettt 2 2 2 n e m e 4)
Alamat S O 5)
NPWED JEREEEEEEEREEREE 6
Tamzzal Tatubh Tommo 0 e ¥
I Berdzsarkan Pazal | Undame-Undang Wo. .. Tahun  telzh dilakok=n pemeriksaan stan keterangan lain atas

pelak=anaan kewajiban :
e—— [T
Nama Pajak R )

I Dwari Pemerikszan ztam keterangan lain tersebot di zfzz penghitunzan jumlzh lebih bayar vang ssharuenyva tidak terutans
adalzh sebagai berikmt -
1. Dasar pengenazn
2. Pajak yang terhutang
3. Eredit pajak
2 Seforan yang dilakukan
b. Lam-lzim
o Dikuranz kompensasi kelsbihan ke tahim vang
zkan datang hutang pajak
d Jumlah pajak yanz dzpat dikvedithan (24b-c)

-

Tumlzh kslsbihan pembayaran Pokok Pajak (34-2)
Sanksi admimstras

2 Bumgza (Pd....(...))

b, Eenzikan (Pl ()

c. Jumlsh sank=] adrmmistraszi (2+k)

4. Jumlzh lebih bayar yang seharmanya tidak terutang (445¢

L

Dengan homaf

PERHATIAW
Penzembalisn Felshihan Pajsk dilsimken pada Fas Daersh denzen mensmimalean Surar Perintsh Membavar Eslebihen Pajak
(SPMEP) dan Surst Derintah Menzeharkan Uane (SPMUY




FETUNIUE PENGISIAN
SURAT EETETAPAN PAJTAK LEBIH BAYAR (SEFLEB)

NOMOER URATAN ISTAN
1 Diizi tulan periode SEPDLE diterbitian
2 Dyiisi taknm periode SEPDLE diterbitkan
3 Diisi nomor wrut SEPDLE diterbitken
4 Diizi denzzn Mama Wajih Pajak;;
3 Diizi den=an Alamar Wajih Pajaic
[ Dii=i knde NEWED Wajih Pajak Penerima SEFDLE;
T Driz=i tansgal tersichir pajak hams dibayar
B Diisi nomor relenins jenis pajak dzersh vans ditstapkan
@ Diiisi nama jenis pajsk dasrah yang ditstapicn
10 Diizi dzsar pengenzan pajsk hasil dari pemeriksasn atan keteranszn lain;
11 Driz=i jumlzsh pajsk vans sshamsmyz dibayar;
2 Driizi seforan vang telah dilskolcen sebelum SEPDLE diterbitican;
13 Driizi jumlsh setoran laim vans dapst dikoeditien selain 2]
14 Dyiisi Inttang pajak yang dimilia Wajib Pajak;
15 Culmp jelas;
16 Culmp jelas;
17 Diizi umsa yang diberikan kepads wajih pajak ha=il perhitmezn lebhih bayar;
18 Dviizi kenzilcan tertantn atas pajak lebin bavar vanz diberiken kepads Wajih Pajaic
12 Cukmp jelas;
20 Culmp jelas;
21 Diisi denzzm mf jumlsh lebih bayar yans sehamenya tidak tenmtans;
2 Diisi tempar, tanzzal, dan tahon SEPDLE ditetsplsn
23 Diisi nama pejzbat vans berwenans menandstansani SEPDLE;
14 Culmp jelas;
25 Culmp jelas;
2 Culoup jelaz;
7 Cudoup jelasz;
28 Cukmp jelas;
22 Dz temipat dan tangzsl nurst ditsrima
30 Diisi tands tanszn den nams Wajib Pajak stan kiessanys vane menarima SEPDLE.
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U. Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
dan Pengurangan atan Penghapusan Sanksi Administratif

Notor: 5 il Kepada Yth.
LAMPIFANT :iuiwiiissiiiisiiaasiinin Kepala BKAD Kab. Kulon Progo

Perthal : Permohonan Pembetulan,
/Pengurangan/Pembatalan  di Wates
/Penghapusan Sanksi Admi-
nistratif.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilile/ Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merek Usaha R R E e LA SN S oL e
NPWFD :
Alamat

Kam: mengajukan Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPD/SKPDKB/SKPDKET/SKPDN/
SKPDLE/STPD *) OOMIOL «oeeeeeieeeiiee e e smim e bulan.................. tahun
(R 411+ 171 T -

Dengan Alasan :

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya Sebelumnya lami
ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
Pemochon

*) Coret yang tidak perlu




V. Surat Keputusan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

' DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Jalan Ferwakilan Mo 1 Telp.(0274)773010 pecawst 238 237 2565 2068 Fax (0274)773221
WATES-55811

SURAT KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : .........cocciiiinn.

Tentang :
PEMEETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Membaca
Menimbang
Mengingat
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama ....
Alamat
NPWPD ......
Berhubung .........
KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan
vang telah dibetullan sebagaimana terlampir.
KETIGA . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetaploan di = ... i
Pade TEAREAL 1 voiiiioianmrinimsmmmsnimsni ssitasn

Kepala BKAD,
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W. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Perwalkiden No. 1 Telp.(0274)773010 pesawst 230,237,255.200 Fax (0274)773221
WATES-55811

: PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SURAT KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : ........ccooooiiiiinnnns

Tentang :
PENOLAKAN PEMEETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Membaca ¢ Surat Permohonan NOmOT .......ccovmimmmmrenimmemsessssmsnes e

Menimbang
Mengingat
MEMUTUSEKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor ...
] -
AR NBIMA ..........cocoiiimmmisinsmsiinmmiii s ssrmesaineisir s s
ALBIIAL ...oovvceeveeeessesnssss e sns s s sn e s snann s nnean e nnae e
T R TTErpEr T T T—
Berhubung .........

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan

yang telah diterima.




KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Kepurtusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Wates, 19 Desember 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/fird
HASTO WARDOYO
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